
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor  4 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021. 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000    Nomor 210 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5155); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5165); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017

Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6279);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 450);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2020 Nomor 5); 

 

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2021 Nomor 7); 
 

26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 
 

27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor      Tahun 2022 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022                 
Nomor    Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Nomor       ); 
 

28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 

29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 108 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021. 
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Pasal 1 
 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 
terdiri atas : 

 
1. Pendapatan 

 

a. Pendapatan Asli Daerah              Rp  4.727.280.629.669,69 
 

b. Pendapatan Transfer              Rp  3.218.952.114.659,00 

 
c. Lain-lain Pendapatan  

Yang Sah              Rp     380.645.331.897,60    
  

Jumlah Pendapatan                     Rp  8.326.878.076.226,29 

 
2. Belanja 

a. Belanja Operasi 
1) Belanja Pegawai             Rp   2.353.630.642.870,00 
2) Belanja Barang dan Jasa           Rp   4.259.965.065.999,20 

3) Belanja Hibah             Rp      157.779.323.459,00 
4) Belanja Bantuan Sosial             Rp               58.944.000,00 

  

             Rp  6.771.433.976.328,20 
 

b. Belanja Modal 
1) Tanah             Rp     171.876.414.740,00 
2) Peralatan dan Mesin             Rp     163.131.234.366,00  

3) Gedung dan Bangunan             Rp     345.118.654.570,00 
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan    Rp     329.418.247.818,00 
5) Aset Tetap Lainnya             Rp         6.791.951.896,00 

  
               Rp   1.016.336.503.390,00 

 
c. Belanja Tidak Terduga 

1) Belanja Tidak Terduga             Rp        28.251.407.155,37 

 
d. Belanja Transfer 

1) Belanja Bagi Hasil             Rp          3.055.434.672,00 
2) Belanja Bantuan Keuangan       Rp                               0,00 

              Rp          3.055.434.672,00 

 
Jumlah Belanja               Rp     7.819.077.321.545,57 

 

Surplus                                     Rp       507.800.754.680,72 
 

 
3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan             Rp      316.623.750.966,77 

b. Pengeluaran             Rp                              0,00 
 

 
Jumlah Pembiayaan Netto                       Rp      316.623.750.966,77 

 

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 824.424.505.647,49 
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Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
Pada tanggal 22 September 2022 

WALIKOTA SURABAYA 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 22 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 94 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN 
HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 
NIP. 19780307 200501 1 004 


